
WALIKOTA PEKALO GAN 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH TAHUN 2015 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

a . bahwa sebagai pcdoman untuk menyusun 
Kebijakan Umum Anggaran Pendapalan dan 
Bclanja Daerah dan Rcncana Anggaran Pendapatc1n 
dan Belanja Oaerah serta Rencana Kcrja Satuan 
Kerja Pcrangkat Daerc1h, diperlukan pedoman; 

b bahwa bcrdasarkan pert1mbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menelapkan 
Pcraturc1n Walikota tcntang Rcncana KcrJa 
Pemcrintah Dacrah T,1hun 2015; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unclang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang- Lmdang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang 
Pcmbentuka n Daerah-dacrah Kota Besar dalam 
Lmgkungan Propins1 Djawa Timur, DJawa Tengah, 
Djawa Barat dan Daernh Istimewa Jogjakarla, 
scbagaimana tclah d1ubah dengd.n Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 16 dan l 7 Tahun 1950 tcntang 
Pcmbcntukan Kota kota Bcsar clan Kota-kota KetJil 
di Ojawn (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
tahun 1954 Nomor 40. Tambahcrn Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentd.ng S1stem Perencanc1,tn Pcmbangunan 
Nasional (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indoncsw Nomor 4421 ); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tcnlang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015. 

( 1) 

(2) 

Pasal 1 
Rencana Kerja Pemerinlah Daerah Tahun 2015, yang selanjutnya 
disebut RKPD Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 
2015 yang dimulai pada langgal 1 Januari 2015 dan berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2015. 
RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I Pendahuluan; 
b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan 

Capaian Kinerja Pcnyelenggaraan Pemcrin tahan Dae rah; 
c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan 

d. Bab IV 
e. Bab V 
f. Bab VI 

Keuangan Daerah; 
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah; 
Rcncana Program dan Kegialan; 
Penulup. 

(3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 
RKPD Tahun 2015 sebagai pedoman bagi: 
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 

Saluan Kcrja PcrangkaL Dacrah (RENJA SKPD) Tahun 2015; 
b. Pemerintah Kota Pekalongan dalam mcnyusun Kebijakan Umum 

APBD dan Rancangan Anggaran Pendapalan dan Bclanja Daerah 
(RAPBD) Tahun 2015. 



.......... ........--

Pasal 3 
Dalam rangka pen) usunan RAPBD Tahun 2015: 
a. Pcmenntah Kota Pekalongan mcnggunakan RKPD Tahun 2015 

sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran 
d1 De\\an Pen.\akilan Rakyat Daerah; 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2015 
dalam melakukan pembahasan Rcncana Kerja dan Anggaran Satuan 
Kerja Pcrangkat Dacrah (RKA-ShPD) dcngan Dewan Pen. .. akilan 
Rakyat Daerah. 

Pasal4 
( 1) Satuan Kerja Perangkat Dae rah mcmbual laporan kinerja tri\.vulan 

clan tahunan alas pclaksanaan rcncana kerja dan anggaran vang 
bcrisi uraian tcnt,mg kcluaran kcgiatan dan indikator kmerJa 
masing masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d1sampaikan kepada 
Kepala Bappeda, Kepala Dmas Pcndapatan, Pengelolaan Keuangan 
clan Asct Daerah dan Kcpala Bagian Adminislrasi Pcmbangunan 
Sctda hota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) han setelah 
bcrakhirnya triv,'Ulan yang bcrsangkutan. 

(3) Laporan kincrja mcnjadi masukan dan bahan perlimbangan bagi 
analisis dan cvaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang 
diajukan oleh Satuan KerJa Perangkat Dacrah. 

Pasal 5 
Kepala Sadan Percncanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian 
antara Rencana hcrja clan Anggaran Satuan KerJa Perangkat Daerah 
(RKA-SKPD) Tahun 2014 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dcngan Rcncana Kcrja Pembangunan Daerah Tahun 
2015 

Pasal6 
Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku scjak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dcngan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Pekalongan. 

Ditctapkan di Pckalongan 
pada tanggal r e i 01 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

No. JABATAN MOHAMAD BASYIR AHMAD 
1 . SEKOA 

2. ASISTEN 1 
I 3. KABAG HUKUM 

I 4 . KASUBA~ 


